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	� Lahan gambut tropis adalah ekosistem kaya yang penting bagi 
keanekaragaman hayati dalam mengatur, menyediakan dan 
mendukung serangkaian jasa ekosistem penting.

	� Kerusakan dan degradasi lahan gambut tropis di Asia 
Tenggara, Afrika serta Amerika Tengah dan Selatan untuk 
budidaya kelapa sawit memiliki dampak negatif yang serius 
terhadap manusia dan alam, serta menimbulkan risiko bisnis 
bagi perusahaan dalam rantai pasokan dan penyandang dana 
mereka.

	� Laporan ini memberikan ikhtisar penilaian SPOTT ZSL terhadap 
pelaporan keberlanjutan oleh produsen, pengolah, dan 
pedagang minyak kelapa sawit di tahun 2021.  
 
Temuan utama pada tahun 2021:

68,4% perusahaan yang dinilai 
telah memiliki komitmen jelas 
untuk tidak melakukan penanaman 
di lahan gambut di kedalaman 
berapapun. Hal tersebut merupakan 
persyaratan minimum mendasar 
yang direkomendasikan ZSL kepada 
penyandang dana dan pembeli yang 
harus diharapkan dari pemasok 
mereka, tetapi penting juga untuk 
memastikan bahwa persyaratan 
ini diterapkan di sepanjang rantai 
pasokan.

55,1% perusahaan yang dinilai 
meminta pemasok mereka berpegang 
pada komitmen yang sama.

Ada dua perusahaan yang dinilai 
berdasarkan SPOTT ditemukan 
memiliki komitmen yang lemah 
atau tidak jelas karena gagal dalam 
menentukan apakah perusahaan 
tidak melakukan penanaman di 
gambut dengan kedalaman berapa 
pun atau komitmen tidak secara jelas 
diterapkan untuk semua operasi.

Hanya 26,6% dari jumlah perusahaan 
yang melaporkan berapa banyak 
cadangan lahan mereka yang berada 
di kawasan gambut, dan 22,1% 
memberikan bukti bahwa cadangan 
lahan tidak bertambah dari waktu ke 
waktu.

RINGKASAN
EKSEKUTIF

	� ZSL merekomendasikan berbagai tindakan untuk melindungi 
lahan gambut di lanskap kelapa sawit. Ini adalah tanggung 
jawab semua aktor yang terlibat – mulai dari produsen hingga 
sektor pembeli hilir, investor dan pemberi pinjaman – untuk 
memastikan kebijakan yang jelas dan kuat terkait lahan 
gambut sudah ditetapkan sebagai langkah pertama, tetapi 
yang terpenting, untuk memastikan hal ini ditindaklanjuti 
dengan implementasi tindakan nyata dan efektif di lapangan.

	� Pembeli hilir harus memasukkan persyaratan kebijakan 
pengadaan ke dalam kontrak dan mengkomunikasikan 
kebijakan pengadaan mereka dengan jelas kepada pemasok 
hulu mereka. Pembeli hilir harus terus terlibat dengan pemasok 
untuk memantau implementasi.

	� Lembaga keuangan harus mengembangkan kebijakan yang 
mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen menerapkan 
komitmen Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi 
(NDPE; No Deforestation, No Peat, No Exploitation) yang ketat 
di seluruh rantai nilai mereka, atau bersertifikasi Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta memasukkan 
ketertelusuran dan proses verifikasi pemasok ke dalam 
kerangka uji tuntas mereka.

68.4%

55.1%

26.6%

22.1%
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DEFINISI GAMBUT

The Global Peatlands Initiative mendeskripsikan gambut sebagai 
“sisa tanaman yang membusuk yang terakumulasi dalam kondisi 
tergenang air dalam jangka waktu yang lama. Wilayah alami 
yang ditutupi oleh gambut disebut lahan gambut. Istilah yang 
biasa digunakan untuk jenis lahan gambut tertentu, antara lain 
hutan rawa gambut, rawa atau lumpur. Gambut ditemukan 
di seluruh dunia – di daerah permafrost ke arah kutub dan di 
dataran tinggi, di daerah pesisir, di bawah hutan hujan tropis 
dan di hutan boreal”.1

IUCN menjelaskan bahwa “Lahan gambut adalah jenis lahan 
basah yang sangat penting untuk mencegah dan mengurangi 
dampak perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, 
meminimalkan risiko banjir, dan memastikan air minum yang 
terjaga”.2

“Lahan gambut dan lahan 
basah sangat penting untuk 
mencegah dan memitigasi dampak 
perubahan iklim dan melestarikan 
keanekaragaman hayati”

KOTAK
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Secara global, jenis lahan ini memiliki kedalaman beberapa 
meter, mengandung karbon dalam jumlah yang sangat besar. 
Meskipun perkiraan saat ini lahan hanya menutupi kurang dari 
3% permukaan bumi, lahan gambut mengandung 550 gigaton 
karbon – hampir 30% karbon tanah global dan lebih dari dua 
kali lipat karbon yang tersimpan di hutan dunia,3 kendati hutan 
membentang luas, melintasi area lebih dari sepuluh kali lipat.4 
Selain itu, sifatnya yang seringkali terpencil menunjukkan 
bahwa estimasi tutupan gambut tropis dan volume karbon 
yang tersimpan di lahan gambut meningkat dari waktu ke 
waktu, seiring dengan perbaikan pemetaan tanah dan lahan 
basah global.5,6

Sementara sebagian besar fokus penelitian gambut ada di Asia, 
penelitian menunjukkan bahwa Amerika Selatan bisa menjadi 
benua dengan lahan gambut tropis terbanyak. Penelitian 
oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dan 
lembaga lainnya, pada tahun 2017 menemukan bahwa Brasil 
adalah negara dengan jumlah lahan gambut tropis terbesar, 
diikuti oleh Indonesia.6 Namun, identifikasi lahan gambut tropis 
terbesar di dunia di bawah hutan Cekungan Kongo baru dibuat 
pada tahun 2017, ada kemungkinan bahwa estimasi saat ini 
tentang lahan gambut tropis Afrika akan terus bertambah 
karena semakin banyak yang dipetakan.6 Penemuan ini 
menyebabkan revisi estimasi dari 36% tutupan lahan gambut 
global berada di dalam Cekungan Kongo saja.7 

Selain menyimpan karbon, lahan gambut yang terjaga 
menyediakan ‘Solusi Berbasis Alam’ yang sangat diperlukan 
untuk beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, 
termasuk peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan 

banjir. Selama periode curah hujan berlebih, gambut menyerap 
air lalu dilepaskan secara perlahan selama periode yang lebih 
kering sehingga menyediakan jasa regulasi air dan mencegah 
banjir.8 

Lahan gambut juga penting untuk keanekaragaman hayati. 
Lahan gambut tropis memiliki keanekaragaman flora terbesar 
di antara ekosistem lahan gambut mana pun, dengan banyak 
spesies tumbuhan endemik di lokasi lahan gambut karena 
kondisi kimiawi dan hidrologi hutan gambut yang spesifik. 
Sebuah studi yang dilakukan di seluruh ekosistem lahan 
gambut di Asia Tenggara menemukan bahwa 11% dari spesies 
tumbuhan tergolong endemik, sebagian besar – 63% – 
merupakan spesies pohon.9 Habitat lahan gambut di seluruh 
dunia juga merupakan rumah bagi satwa liar yang Terancam 
Punah dan Kritis, termasuk macan dahan, orangutan, tapir, 
beruang madu, dan bangau hutan rawa.10,11 

Lahan gambut tropis menjaga penyediaan jasa ekosistem 
penting seperti menyediakan air minum, tanaman liar untuk 
makanan dan obat-obatan, bahan bakar, dan habitat untuk 
ikan di sungai dan daerah pesisir di lahan gambut. Di sebagian 
besar daerah Kalimantan, misalnya, ikan merupakan sumber 
utama protein makanan dan penghidupan. Kayu pohon bakau 
(Rhizophora mangle) yang tahan lama dan tahan air yang 
terletak di daerah lahan gambut tropis Kalimantan digunakan 
untuk konstruksi, sedangkan pohon Diospyros siamang dapat 
direbus dan digunakan sebagai pewarna pakaian, dan tanaman 
seperti gaharu (Aquilaria malaccensis) dapat digunakan untuk 
pengobatan.12 

PENTINGNYA
LAHAN GAMBUT

1.1.
Lahan gambut ditemukan di seluruh dunia, 
dengan lahan gambut tropis sebagai penyusun 
utama dasar hutan hujan di Asia Tenggara, 
Cekungan Kongo, dan Amazon, serta wilayah 
Amerika Tengah dan Karibia. 
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MINYAK KELAPA SAWIT DAN DEGRADASI 
GAMBUT 

Ancaman utama terhadap lahan gambut adalah drainase untuk 
pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan, 
termasuk perkebunan industri pulp. Meskipun lahan gambut tropis 
tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit – karena kandungan air 
yang tinggi dan pH yang asam – tekanan untuk mengubah fungsi 
lahan gambut terus meningkat seiring dengan permintaan lahan yang 
meningkat selama beberapa dekade terakhir, dan wilayah dengan 
jenis tanah optimal menjadi semakin langka.13 Diprediksi sebagian 
besar ekspansi perkebunan kelapa sawit skala kecil di lahan gambut 
akan dilakukan di tahun 2030, karena para pembudidaya mencari 
lebih banyak lanskap marjinal untuk diubah sebagai tanggapan 
atas meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dan komoditas 
lainnya.14 

Pembukaan lahan gambut seringkali melibatkan penggalian kanal 
untuk mengeringkan gambut dan kemudian pembakaran lahan untuk 
menghilangkan vegetasi. Ketika lahan gambut dikeringkan, tanah 
akan mengering, menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan di 
dalam tanah – sebagai karbon dioksida. Pembakaran selanjutnya dari 
tanah dan vegetasi yang kering ini melepaskan lebih banyak karbon 
dioksida ke atmosfer.11 Setelah terdegradasi, lahan ini hampir lima 
kali lebih rawan untuk mengalami kebakaran dibandingkan dengan 
kawasan hutan lindung. Lahan gambut tropis yang dikeringkan saat ini 
diperkirakan melepaskan 2.000 juta ton karbon dioksida setiap tahun, 
setara dengan 8% emisi global dari bahan bakar fosil.15,16 

Selain melepaskan karbon, degradasi lahan gambut dapat 
menyebabkan subsidensi tanah. Hal ini tidak hanya mengancam 
hasil pertanian dan aset infrastruktur secara langsung, tetapi juga 
meningkatkan risiko banjir dan kebakaran di dalam lanskap. Dalam 
kasus yang ekstrim, banjir seperti itu dapat berarti area lahan sudah 
tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit dan harus ditinggalkan 
seluruhnya, menyebabkan aset terbengkalai yang menimbulkan risiko 
keuangan bagi perusahaan dan penyandang dana mereka.17 Daerah 
dataran rendah seperti Kalimantan Tengah, Indonesia (wilayah utama 
budidaya kelapa sawit) berisiko tinggi terhadap banjir dan intrusi 
air asin, terutama di tempat terjadinya pengeringan lahan gambut 
dan subsidensi. Intrusi air asin juga berdampak negatif terhadap 
kesuburan dan produktivitas tanah. 

Degradasi dan hilangnya lahan gambut menyebabkan penurunan 
keanekaragaman hayati, dan menempatkan spesies yang terancam 
punahke dalam bahaya, dengan 45% mamalia dan 33% spesies 
burung di hutan rawa gambut tropis memiliki status IUCN Red List 
‘terancam punah’ (yaitu Rentan, Terancam Punah atau Kritis) atau 
lebih tinggi. Kehilangan ini juga dapat memiliki konsekuensi negatif 
yang signifikan bagi masyarakat lokal dan orang lain yang bergantung 
pada habitat dan hutan yang didukung oleh ekosistem lahan gambut 
untuk mata pencaharian, makanan, dan tempat tinggal mereka. 
Saat ini, perlindungan pemerintah seringkali terbatas – misalnya, 
diperkirakan bahwa hanya 8% lahan gambut di kawasan lahan gambut 
tropis terbesar di dunia berada di tengah Cekungan Kongo yang saat 
ini termasuk dalam kawasan lindung nasional.18

“Degradasi dan 
hilangnya lahan gambut 
menyebabkan penurunan 
keanekaragaman hayati, 
dan menempatkan 
spesies yang terancam 
punah ke dalam bahaya, 
dengan 45% mamalia 
dan 33% spesies burung 
di hutan rawa gambut 
tropis terdaftar sebagai 
terancam punah.”
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KEBIJAKAN IKLIM DAN LAHAN GAMBUT 

PENYIMPANAN KARBON
Global Peatlands Initiative (GPI) menyatakan bahwa 
lahan gambut merupakan stok karbon organik terestrial 
terbesar di dunia, dan sangat penting dalam memerangi 
dan memitigasi dampak krisis iklim. Menurut penelitian 
GPI, upaya konservasi dan restorasi yang difokuskan pada 
lahan gambut dapat mengurangi emisi GRK hingga 800 juta 
ton per tahun. Meskipun demikian, lahan gambut kurang 
dihargai, mengakibatkan salah kelola dan dampak yang tidak 
proporsional terhadap krisis iklim.26 

“Investasi di lahan gambut merupakan keuntungan tiga kali 
lipat bagi manusia, iklim, dan keanekaragaman hayati,” kata 
Profesor Joanne Burgess, salah satu peneliti dan penulis, pada 
saat penelitian dipublikasikan di Glasgow Climate Conference 
(COP26) pada November 2021. “Lahan gambut perlu menjadi 
pusat investasi global dalam Solusi Berbasis Alam, sebagai 
bagian dari strategi global yang mengakhiri kekurangan harga 
dan kekurangan dana dari ekosistem penting ini.”i 

NEGARA DAN PERUSAHAAN: MENCAPAI NET-ZERO 
DENGAN SOLUSI BERBASIS ALAM
Lahan gambut semakin menarik perhatian di tahap kebijakan 
internasional, dengan ‘Paviliun Lahan Gambut’ di COP26 
– dikoordinasikan oleh Program Lingkungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UNEP; United Nations Environment Program) 
– menjadi tuan rumah dari hampir 50 acara. Keduanya 
menyoroti manfaat lahan gambut sebagai solusi berbasis 
alam untuk krisis iklim, dan mendorong dimasukkannya lahan 
gambut ke dalam Nationally Determined Contributions (NDC) 
negara. Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Peru 
– rumah bagi sebagian besar lahan gambut tropis dunia – 
memasukkannya ke dalam NDC mereka untuk pertama kalinya. 

Pakta Iklim Glasgow 2021 memeriksa 90% dari GDP dunia dan 
sekitar 90% dari emisi global berkomitmen untuk mencapai net 
zero.27 Lebih dari 90% hutan dunia dilindungi oleh komitmen 
yang dibuat melalui Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang 
Hutan dan Penggunaan Lahanii to untuk menghentikan dan 
membalikkan kehilangan hutan dan degradasi lahan, hal ini 
disertai dengan janji sebesar USD 1,5 miliar untuk konservasi 
hutan dan lahan gambut di Cekungan Kongo. Kampanye Race 
to Zero PBBiii mewakili lebih dari 5.000 bisnis, bersama dengan 
pelaku utama lainnya; lebih dari 2.200 perusahaan senilai USD 
38 triliun memiliki target pengurangan emisi berbasis ilmu 
pengetahuaniv; dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero, 
yang diluncurkan sebelum COP26, memiliki lebih dari 450 
perusahaan anggota yang mewakili lebih dari USD 130 triliun 
aset yang dikelola dan diawasi.v 

Agar komitmen ini tercapai, konservasi dan restorasi lahan 
gambut harus menjadi komponen inti dari strategi net-zero 
nasional dan korporasi. Semua negara diharuskan untuk 
kembali dengan NDC yang telah direvisi – untuk mempercepat 
tindakan mencapai target Paris Agreement 1,5 °C – menjelang 
Konferensi Iklim COP27 pada November 2022, sehingga 
memiliki kesempatan mengevaluasi pentingnya lahan gambut 
dalam mencapai target emisi nasional. Perusahaan dan 
lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam menjaga 
lahan gambut melalui keputusan pembelian dan pembiayaan.

KOTAK
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KEBAKARAN GAMBUT

Penyebab terbesar kebakaran gambut di lanskap hutan 
tropis adalah aktivitas manusia. Gambut yang sehat tidak 
dapat terbakar karena kandungan air yang tinggi, dan 
kebakaran sangat jarang terjadi di ekosistem lahan gambut 
yang tidak terdegradasi. Namun ketika lahan gambut 
dikeringkan, api dapat menyala selama berminggu-minggu 
dengan membakar lapisan gambut yang tebal dan menyebar 
ke area yang luas,19 membuat api sangat sulit dideteksi dan 
dipadamkan.20  

Sayangnya, jenis kebakaran ini semakin sering terjadi. 
Peristiwa semacam itu diperparah oleh adanya El Niño 
yang membuat kondisi jadi lebih kering dari biasanya. Pada 
September 2015, misalnya, pulau Sumatera dan Kalimantan 
di Indonesia mengalami kebakaran hutan di lahan gambut 
terdegradasi yang menghancurkan 2,6 juta hektar lahan. 
Kebakaran ini dimulai dari pembakaran yang disengaja, tetapi 
menyebar di luar kendali karena kombinasi faktor-faktor 
lain termasuk kekeringan, kondisi El Niño, dan degradasi 
lahan gambut, yang seharusnya dapat menjadi penghalang 
kebakaran karena kandungan air yang tinggi. Sekitar 33% dari 
total area yang terbakar merupakan lahan gambut.21 Butuh 
waktu satu bulan sampai api mereda dan emisi gas rumah 
kaca (GRK) yang dihasilkan setara dengan emisi Jerman 
selama satu tahun penuh.22 Kabut asap dari kebakaran ini 
mempengaruhi negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura 
hingga mencapai Thailand. Asap beracun ini menyebabkan 
sekitar 500.000 kasus infeksi saluran pernapasan dan sekitar 
100.000 kematian dini.23,24 Keasaman sungai di wilayah 
terdampak juga meningkat setelah kebakaran tahun di 2015, 
serta hasil tangkapan ikan menurun, berimplikasi pada mata 
pencaharian dan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal 
yang bergantung kepada ikan. 

Peristiwa seperti ini meningkat akibat dari krisis iklim, dengan 
risiko kekeringan yang meningkat di banyak daerah, yang 
membantu penyebaran kebakaran.8 Indonesia mengalami 
kebakaran hutan yang lebih serius pada tahun 2019, yang 
semakin diperburuk oleh kondisi El Niño. Kebakaran ini 
diperkirakan membakar 3,11 juta hektar lahan, hampir 1 juta 
di antaranya adalah lahan gambut.25 

i. Lihat https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/conserve-and-restore-peatlands-slash-global-emissions-new-report
ii. Lihat https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/ 
iii. Lihat https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
iv. Lihat https://sciencebasedtargets.org/news/companies-committed-to-cut-emissions-in-line-with-climate-science-now-represent-38-trillion-of-global-economy
v. Lihat https://www.gfanzero.com/about/
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ANCAMAN TERHADAP GAMBUT 
ADALAH ANCAMAN BAGI BISNIS

Selain risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, ada 
juga risiko bisnis yang serius bagi perusahaan dan penyandang 
dana. Hal ini terjadi dalam banyak bentuk, termasuk risiko 
keuangan, operasional, reputasi, dan peraturan.

Subsidensi tanah adalah akibat umum dari drainase gambut, 
dan memberikan contoh yang jelas tentang risiko operasional 
dan keuangan bagi perusahaan perkebunan dan siapa pun 
yang terkait di dalamnya. Subsidensi meningkatkan risiko banjir 
dan intrusi air asin, yang akan mengurangi kualitas hasil kelapa 
sawit dan dapat merusak tanaman karena akar terpapar atau 
terendam air asin, serta membahayakan infrastruktur terkait.28 
Dalam kasus ekstrim, perkebunan yang terendam banjir harus 
ditinggalkan, menjadi aset terbengkalai bagi perusahaan dan 
penyandang dana.

Kebakaran, baik sebagai penyebab maupun akibat degradasi 
lahan gambut, juga menimbulkan risiko operasional fisik 
yang besar, dengan potensi merusak atau menghancurkan 
area perkebunan kelapa sawit yang luas dan infrastruktur 
terkait, atau lahan yang belum ditanami. Kebakaran juga 
telah terbukti menjadi risiko finansial yang lebih luas dengan 
potensi skala yang sangat besar. Bank Dunia memperkirakan 
kerugian finansial sebesar $16,1 miliar USD untuk Indonesia 
saja akibat kebakaran tahun 2015 yang disebutkan di atas, 
karena hilangnya produktivitas pertanian dan gangguan 
perdagangan.20 Angka ini mencakup dampak terhadap 
pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi, serta 
efek jangka pendek dari paparan kabut berbahaya bagi 
kesehatan manusia serta penutupan sekolah. 

Seiring meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit 
yang memenuhi persyaratan No Deforestation, No Peat, No 
Exploitation (NDPE), konversi lahan gambut menjadi konsesi 
kelapa sawit jadi semakin tidak layak secara ekonomi, dan 
produsen berisiko dikucilkan dari pasar-pasar penting. 
Menurut sebuah studi tahun 2019, diperkirakan 28,4% dari 

total area konsesi kelapa sawit di Indonesia dapat dianggap 
‘terbengkalai’, karena pengembangannya akan menyebabkan 
pengecualian dari rantai pasokan NDPE dan potensi liabilitas 
terkait deforestasi.29

Perusakan lahan gambut untuk produksi minyak kelapa sawit 
juga menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan. 
Penelitian pada tahun 2019 oleh AMO Strategic Advisors 
menemukan bahwa sekitar 35% kapitalisasi pasar di 15 indeks 
ekuitas pasar terkemuka terkait dengan reputasi perusahaan.30 
Pertumbuhan konsumerisme etis berarti perusahaan yang 
tidak mematuhi permintaan konsumen dapat kehilangan akses 
ke pasar tertentu. Kampanye profil tinggi yang berfokus pada 
dampak lingkungan kelapa sawit telah mempengaruhi reputasi 
perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam beberapa 
tahun terakhir, kampanye Greenpeace ‘Dying for a Cookie’,31 
kampanye ‘Snack Food 20’ dari Rainforest Action Network,32 
dan iklan Natal Islandia di tahun 2018 telah meningkatkan 
profil praktik budidaya kelapa sawit yang merusak lingkungan 
di mata publik. Sumber daya terbuka seperti Palm Oil 
Buyers’ Scorecard WWF,33 yang secara terbuka menilai dan 
memeringkat perusahaan mengenai keberlanjutan rantai 
pasok minyak mereka, memaparkan pemangku kepentingan 
terhadap risiko reputasi.

Pengawasan pemerintah terhadap praktik minyak kelapa 
sawit yang tidak berkelanjutan melalui denda dan hukuman 
juga berkontribusi pada business case untuk perlindungan 
gambut. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Rengat di 
Riau, Indonesia, menghukum anak perusahaan kelapa sawit 
Samsung C&T, PT Ganarea Hendana dengan denda sebesar 
15,3 juta USD. Perusahaan diketahui melanggar UU 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, akibat kebakaran yang terjadi pada September 2019. 
Kebakaran terjadi selama 21 hari karena perusahaan tidak 
memiliki peralatan atau personel yang memadai untuk 
memadamkannya. Pengadilan melaporkan bahwa 580 
hektar lahan rusak, termasuk ekosistem lahan gambut, dan 
memperkirakan biaya untuk memulihkan kawasan tersebut 
mencapai 14,7 juta USD.34

“ Konservasi dan restorasi lahan gambut harus 
menjadi komponen inti dari strategi net-zero 
nasional dan korporasi.”
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MELINDUNGI DAN
MERESTORASI LAHAN GAMBUT2.2.

TIDAK ADA PEMBANGUNAN BARU          
DI GAMBUT 

Banyak pihak dalam rantai nilai minyak kelapa sawit menanggapi 
ancaman terhadap gambut yang dibahas di atas dengan 
menyesuaikan kebijakan dan praktik mereka. Tingginya 
kesadaran akan isu ini pada upaya keberlanjutan tercermin dalam 
penyertaan eksplisit perlindungan lahan gambut pada komitmen 
‘No Deforestation, Peat or Exploitation’ (NDPE) yang telah semakin 
banyak diadopsi dalam beberapa tahun terakhir, yang idealnya 
harus ditetapkan untuk tidak melakukan pengembangan pada 
gambut dengan kedalaman berapapun. 

Indonesia adalah negara fokus utama untuk melindungi lahan 
gambut, dengan wilayah gambut yang tersebar luas terutama 
di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Ada dua instrumen 
legislatif utama dari pemerintah Indonesia yang mengarah pada 
perlindungan lahan gambut – peraturan lahan gambut dan 
moratorium hutan dan gambut. Peraturan lahan gambut adalah 
undang-undang yang mengikat secara hukum yang diperkenalkan 
pada tahun 2016, yang melarang eksploitasi lahan gambut di 
Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Konservasi. Namun, 
eksploitasi di luar wilayah tersebut dan penanaman lahan gambut 
untuk pertanian (seperti budidaya kelapa sawit) sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan tentang kedalaman dan drainase, masih 
memungkinkan untuk dilakukan. Moratorium hutan dan gambut 
pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 dan dibuat permanen 
pada tahun 2019. Moratorium ini melarang kegiatan pertanian 
tertentu di hutan dan lahan gambut dalam wilayah tertentu, 
termasuk hutan primer, tetapi tidak mengikat secara hukum. 
Meskipun laju deforestasi di Indonesia telah melambat dalam 
beberapa tahun terakhir, langkah-langkah ini mendapat banyak 
kritik karena cakupannya yang sempit, memiliki banyak celah, dan 
seringkali penegakannya lemah.35 

MEMULIHKAN GAMBUT YANG 
TERDEGRADASI

Di daerah-daerah di mana lahan gambut telah dikeringkan 
atau terdegradasi, penerapan Praktik Pengelolaan Terbaik 
(BMP; Best Management Practices) untuk gambut, atau upaya 
pembasahan kembali dan pemulihan gambut yang terdegradasi, 
merupakan tindakan penting. Lahan gambut yang terdegradasi 
dapat dipulihkan dengan memblokir saluran drainase untuk 
membasahi gambut kembali, mengurangi ketersediaan oksigen 
di dalam tanah sehingga mengurangi pelepasan karbon dioksida 

lebih lanjut. Langkah penting lainnya adalah menanam spesies 
pohon asli untuk memulihkan vegetasi dan menstabilkan 
lanskap, mengurangi efek subsidensi dan menahan lebih banyak 
air di gambut.36 Baik biaya langsung maupun biaya peluang 
dari upaya restorasi ini dapat menjadi penghalang, namun 
diperlukan gambaran dalam jangka panjang. Sebuah studi tahun 
2021 menemukan bahwa manfaat merestorasi lahan gambut 
akan lebih besar daripada biaya finansial yang dikeluarkan dan 
merekomendasikan restorasi sebagai “strategi hemat biaya 
untuk mengurangi dampak kebakaran lahan gambut terhadap 
lingkungan, iklim, dan kesehatan manusia”.37 

Selain komitmen untuk tidak melakukan pembangunan baru di 
lahan gambut, pemangku kepentingan minyak kelapa sawit harus 
berkomitmen dan menerapkan BMP untuk konservasi lahan 
gambut. Contohnya termasuk: daur ulang nutrisi; tidak menanam 
di tanah marginal atau rapuh; menggunakan terasering atau 
penutup tanah untuk mengurangi erosi; mengelola ketinggian 
air untuk gambut; menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya 
tentang BMP untuk tanah dan gambut.

Setelah kebakaran dan kabut asap di tahun 2015, pemerintah 
Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia. 
Instansi tersebut bertujuan untuk merestorasi 2,6 juta hektar 
lahan gambut tropis yang terdegradasi per tahun 2020 – sebuah 
target penting tidak hanya untuk memulihkan habitat dan 
memerangi kabut asap, tetapi juga sebagai elemen kunci dari 
Nationally Determined Contributions untuk Paris Agreement 
2015. Namun, Instansi tersebut hanya mencapai 45% dari 
target awal pada tahun 2020. Menurut para peneliti di National 
University of Singapore, salah satu alasan Instansi ini gagal 
mencapai targetnya adalah karena kurangnya kewenangan atas 
perkebunan swasta dan kawasan hutan, dengan 1,7 juta hektar 
dari target area lahan gambut terdegradasi yang terletak di 
dalam konsesi kehutanan dan kelapa sawit. Kawasan-kawasan 
ini berada di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, tetapi Kementerian belum tentu mendukung 
semua target BRG, dan ketegangan serta kesimpangsiuran telah 
dilaporkan muncul selama bertahun-tahun terkait kewenangan 
mereka yang tumpang tindih di kawasan ini.38 Pada tahun 2021 
BRG menetapkan target baru untuk merestorasi 1,2 juta hektar 
lahan gambut yang terdegradasi pada tahun 2024.39 Agar target 
dapat dicapai, BRG harus mendapatkan dukungan dan dana yang 
cukup, dan upaya tersebut terus-menerus melibatkan semua 
pemangku kepentingan yang relevan – tidak hanya di dalam 
pemerintahan, tetapi juga di antara perusahaan dan masyarakat 
lokal.
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PELAPORAN SPOTT
2021 – INDIKATOR
DAN ANALISIS

3.3.
Laporan ini memberikan ringkasan 
pengungkapan komitmen dan perkembangan 
perlindungan gambut oleh perusahaan minyak 
kelapa sawit yang dinilai menggunakan metode 
SPOTT ZSL pada tahun 2021, dan menyediakan 
rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut oleh 
produsen, perusahaan hilir, dan lembaga 
keuangan.

SPOTTvi adalah platform online gratis yang menilai perusahaan 
komoditas yang berisiko terhadap hutan berdasarkan 
pengungkapan publik mereka terkait organisasi, kebijakan, 
dan praktik yang terkait dengan masalah lingkungan, sosial, 
dan tata kelola (ESG; environmental, social and governance). 
SPOTT menilai perusahaan minyak kelapa sawit, karet alam, dan 
kehutanan tropis setiap tahun terhadap lebih dari 180 indikator 
sektor spesifik. Hal ini mendukung keterlibatan industri yang 
konstruktif dengan industri oleh investor, analis ESG, pembeli, 
dan pemangku kepentingan rantai pasokan lainnya – mereka 
yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan agar 
meningkatkan pengungkapan dan memperbaiki praktik mereka 
di lapangan. 

Analisis ini mengacu pada data dari penilaian SPOTT tahun 
2021 terhadap 100 produsen, pengolah, dan pedagang minyak 
kelapa sawit, berfokus pada indikator-indikator yang paling 
berhubungan dengan komitmen yang berkaitan dengan gambut 
serta pengelolaan dan pemantauan lanskap lahan gambut. 
Selama ini, analisis ini membandingkan data di tiga wilayah 
penghasil minyak kelapa sawit utama: Asia, Afrika, dan Amerika 
Tengah dan Selatan.

vi.   Lihat selengkapnya tentang SPOTT di sini: http://www.spott.org 
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TABEL INDIKATOR TERKAIT GAMBUTTABEL

1

Indikator minyak kelapa sawit SPOTT dari kerangka kerja 
tahun 2021 berikut telah digunakan untuk analisis ini:

ID JUDUL INDIKATOR JENIS PENGUNGKAPAN

64 Menerapkan pendekatan tingkat lanskap atau yurisdiksi Praktik

86 Komitmen untuk tidak menanam di gambut dengan kedalaman berapa pun Kebijakan

87 Komitmen untuk tidak menanam di gambut dengan kedalaman berapa pun berlaku untuk 
semua pemasok

Praktik

88 Cadangan lahan atau area tanam di gambut (ha) Organisasi

89 Penerapan komitmen untuk tidak menanam di gambut dengan kedalaman berapa pun Praktik

90 Komitmen terhadap praktik pengelolaan terbaik untuk tanah dan gambut Kebijakan

91 Komitmen terhadap praktik pengelolaan terbaik untuk tanah dan gambut berlaku untuk 
semua pemasok

Kebijakan

92 Bukti praktik pengelolaan terbaik untuk tanah dan gambut Praktik

KERANGKA KERJA INDIKATOR SPOTT 

ZSL mengakui bahwa perusahaan berada pada tahap yang 
berbeda dalam perjalanan keberlanjutan mereka. Agar 
pengguna SPOTT dapat lebih memahami di mana posisi 
perusahaan saat ini dan bagaimana perkembangannya, 
indikator dipisahkan menjadi tiga kategori:

	� Organisasi: Transparansi dan isi pengungkapan 
perusahaan mengenai operasi, aset, dan struktur 
manajemennya.

	� Kebijakan: Transparansi dan isi pengungkapan 
perusahaan mengenai kebijakan, komitmen, dan proses 
yang harus menjadi panduan operasi dan praktik di 
lapangan. 

	� Praktik: Transparansi dan isi pengungkapan perusahaan 
mengenai kegiatan yang dilakukan, supaya secara 
aktif mencapai target dan menerapkan kebijakan dan 
komitmen di lapangan.

Selain itu, untuk indikator Praktik tertentu, Kerangka 
Kerja SPOTT lebih lanjut membedakan antara informasi 
yang hanya dilaporkan oleh perusahaan, dan yang telah 
dikonfirmasi oleh pihak eksternal: 

	� Dilaporkan sendiri: Informasi yang telah dilaporkan 
oleh perusahaan tanpa verifikasi eksternal 

	� Diverifikasi secara eksternal: Informasi yang dilaporkan 
oleh perusahaan telah diverifikasi oleh pihak kedua 
atau ketiga, atau telah diaudit oleh badan sertifikasi.

   SERTIFIKASI RSPO DAN GAMBUT

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah skema 
sertifikasi global terbesar untuk minyak kelapa sawit 
berkelanjutan, dengan lebih dari 5.000 anggota dan 
mensertifikasi 19% minyak sawit dunia. Prinsip dan Kriteria 
(P&C; Principles and Criteria) RSPO 2018, di mana produsen 
diaudit, mencakup berbagai elemen yang relevan dengan 
perlindungan dan pengelolaan gambut. RSPO mensyaratkan:

	� Tidak melakukan penanaman baru di lahan gambut setelah 
November 2018.40 

	� Semua penanaman yang ada di lahan gambut, lahan 
gambut yang disisihkan dan tidak ditanami untuk dikelola 
dan dilindungi sesuai dengan Manual RSPO dalam BMP 
Volume 1 & 2.41,42 Dokumen-dokumen ini memberikan 
panduan tentang pengelolaan air dan nutrisi, pemantauan, 
serta rehabilitasi hutan rawa gambut di lokasi yang 
terdegradasi. 

	� Inventarisasi gambut: identifikasi gambut di dalam wilayah 
yang dikelola.

	� Penilaian drainabilitas: “memprediksi jangka umur 
potensial perkebunan yang ditanam di atas gambut 
dengan memperkirakan Waktu Batas Drainase – yaitu 
waktu ketika dasar drainase perkebunan tercapai.”43 

	� Selain itu, semua anggota Penanam dan Pengolah dan 
Penjual diwajibkan untuk menyerahkan inventarisasi 
area gambut yang mereka kelola kepada RSPO , dan 
melaporkan status penanaman dan tindakan konservasi 
pada gambut tersebut.vii

KOTAK

3
KOTAK

4

vii. Baca selengkapnya mengenai persyaratan inventarisasi gambut RSPO di sini: https://rspo.org/
news-and-events/announcements/second-submission-of-rspo-peat-inventory 
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BAGAIMANA
PERUSAHAAN MINYAK
KELAPA SAWIT HULU
MELINDUNGI LAHAN
GAMBUT?

44

Sebagian besar dari penilaian ini mencakup perusahaan 
yang beroperasi di Asia Tenggara, dengan proporsi tertinggi 
perusahaan yang dinilai SPOTT berdasarkan negara berlokasi di 
Indonesia (Gambar 1). 

Distribusi ini mencerminkan dominasi wilayah tersebut 
dalam produksi minyak kelapa sawit. Daftar perusahaan yang 

beroperasi di tiga wilayah global yang signifikan (Afrika, Asia, 
dan Amerika Tengah dan Selatan) dilaporkan dalam Lampiran 
1. Terdapat 76 perusahaan yang dinilai SPOTT beroperasi di 
Asia, 15 beroperasi di Amerika Tengah dan Selatan, dan 10 
beroperasi di Afrika. Tiga perusahaan memiliki operasi di 
berbagai wilayah sehingga telah disertakan dalam hasil untuk 
setiap wilayah tempat di mana mereka beroperasi.

GAMBAR 

1
PETA SIMBOL PROPORSIONAL LOKASI OPERASI PERUSAHAAN YANG DINILAI 
SPOTT 
Ukuran lingkaran menunjukkan jumlah perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, 
semakin besar lingkaran menunjukkan semakin banyak perusahaan di lokasi tersebut

Perusahaan minyak kelapa sawit yang 
dinilai oleh SPOTT melaporkan secara 
kolektif telah menguasai lebih dari 9 juta 
hektar tanah. Angka sebenarnya akan lebih 
tinggi, karena hanya 67/77 perusahaan 
yang secara terbuka melaporkan total luas 
lahan yang mereka kelola atau kuasai untuk 
kelapa sawit.

1

53

SEJUMLAH
KECIL

PERUSAHAAN

SEJUMLAH
BESAR

PERUSAHAAN
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ASIA AFRIKA AMERIKA TENGAH & 
SELATAN

KEBIJAKAN PRAKTIK KEBIJAKAN PRAKTIK KEBIJAKAN PRAKTIK

135/268 69/190 15/36 7/30 27/52 16/37

50.4% 36.3% 41.7% 23.3% 52.0% 43.2%

Saat kami membandingkan perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di tiga 
wilayah penghasil minyak kelapa sawit 
utama dunia mengenai bagaimana nilai 
mereka berdasarkan delapan indikator 
terkait gambut, perusahaan-perusahaan 
yang beroperasi di Afrika ditemukan 
memiliki skor terendah, dengan rata-rata 
30,7%. Perusahaan yang beroperasi di 
Asia memiliki skor rata-rata 42,9%, dan 
wilayah dengan skor tertinggi adalah 
Amerika Tengah dan Selatan dengan 
skor rata-rata 47,9% pada pengungkapan 
komitmen perusahaan atau pelaporan 
tindakan konservasi gambut (Gambar 2).

Ketika dipecah berdasarkan indikator, 
perusahaan yang beroperasi di Afrika 
mendapat skor terendah untuk tujuh 
dari delapan indikator, perusahaan yang 
beroperasi di Asia mendapat skor tertinggi 
di tiga dari delapan indikator, sementara 
perusahaan yang beroperasi di Amerika 
Tengah dan Selatan mendapat skor 
tertinggi di lima dari delapan (Gambar 3).

Dari ketiga wilayah tersebut, skor rata-
rata yang dicapai perusahaan lebih tinggi 
untuk indikator kebijakan dibandingkan 
indikator praktik (Tabel 2). Perusahaan 
yang beroperasi di Afrika memiliki 
perbedaan persentase terbesar antara 
indikator kebijakan dan praktik, dengan 
skor perusahaan 18,4 persentase poin 
lebih rendah di indikator praktik daripada 
indikator kebijakan. Ini berarti meskipun 
beberapa dari perusahaan tersebut 
memiliki komitmen yang kuat, banyak 
yang masih belum melaporkan bukti 
apakah kebijakan tersebut diterapkan. 
Mereka yang beroperasi di Asia memiliki 
disparitas terbesar kedua dengan skor 
untuk indikator praktik 14,1 persentase 
poin lebih rendah dibandingkan indikator 
kebijakan. Perusahaan yang beroperasi di 
Amerika Tengah dan Selatan menunjukkan 
perbedaan paling kecil, dengan skor 
perusahaan hanya 8,8 persentase poin 
lebih rendah pada indikator praktik 
dibandingkan dengan indikator kebijakan.

GAMBAR

2

INDIKATOR NILAI LAHAN GAMBUT BERDASARKAN 
LOKASI OPERASI PERUSAHAAN REGIONAL (%)

GAMBAR

3

PERUSAHAAN MENDAPATKAN POIN KOMPREHENSIF 
UNTUK PELAPORAN KEBIJAKAN DAN PRAKTEK TERKAIT 
GAMBUT DI TIGA WILAYAH UTAMA

TABEL

2
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KOMITMEN UNTUK TIDAK MENANAM  
DI GAMBUT

Pada tahun 2021, 54/79 (68,4%) perusahaan yang dinilai 
memiliki komitmen yang jelas untuk tidak melakukan 
penanaman di lahan gambut dengan kedalaman berapa 
pun. Ini adalah persyaratan minimum mendasar yang 
direkomendasikan ZSL kepada penyandang dana dan pembeli 
yang harus diharapkan dari pemasok mereka. Perusahaan 
yang beroperasi di Amerika Tengah dan Selatan mendapat 
skor tertinggi berdasarkan wilayah, dengan 9/11 (81,8%) 
melaporkan komitmen untuk tidak menanam di lahan gambut 
terlepas dari kedalamannya. Dari perusahaan yang beroperasi 
di Asia, 41/58 (70,7%) melaporkan komitmen, sedangkan 
5/10 (50%) dari mereka yang beroperasi di Afrika melaporkan 
komitmen. 

Memastikan bahwa persyaratan ini diterapkan di sepanjang 
rantai pasokan juga penting. Persentase yang lebih rendah 
– 54/98 (55,1%) – dari perusahaan yang dinilai, meminta 
komitmen yang sama dari pemasok mereka. Tingkat komitmen 
ini tersebar lebih merata di seluruh wilayah dengan 4/8 (50%) 
perusahaan beroperasi di Afrika, 7/13 (53,8%) di Amerika 
Tengah dan Selatan, dan 40/72 (56,6%) di Asia, melaporkan 
komitmen yang komprehensif.

MENGIDENTIFIKASI AREA GAMBUT

Untuk melindungi kawasan gambut, perusahaan pertama-tama 
harus mengidentifikasi jenis tanah di dalam konsesi mereka. 
Ini adalah langkah pertama yang penting dalam memahami 
pendekatan pengelolaan dan pemantauan apa yang diperlukan 
dan di mana harus diterapkan, serta mencegah perambahan 
atau konversi ekosistem penting ini. Beberapa perusahaan 
– 21/79 (26,6%) – melaporkan luas cadangan lahan mereka 
di lahan gambut. Dua puluh satu (21) perusahaan yang 
memberikan informasi ini melaporkan total gabungan 
161.360,11 hektar cadangan lahan gambut, sekitar 0,09% 
dan 0,18% dari lahan gambut tropis dunia.44 Ini setara dengan 
lebih dari dua kali lipat luas Jakarta atau hampir tujuh kali luas 
Kuala Lumpur. Namun, angka sebenarnya mungkin jauh lebih 
tinggi karena mayoritas – 58/79 (73,4%) – tidak melaporkan 
cadangan lahan mereka di lahan gambut. Meskipun lahan 
gambut Indonesia menyimpan 55% karbon lahan gambut 
tropis dunia,31 identifikasi cadangan lahan di gambut lebih 
rendah dari rata-rata perusahaan yang dinilai SPOTT yang 
beroperasi di sana, dengan hanya 6/31 (19,4%) perusahaan 
yang menyediakan data komprehensif cadangan lahan. Secara 
regional, perusahaan yang beroperasi di negara-negara 
Amerika Tengah dan Selatan mendapatkan skor tertinggi, 
dengan 4/11 (36,4%) melaporkan ukuran cadangan lahan 
mereka, dibandingkan dengan 16/58 (27,6%) di Asia, dan 2/10 
(20%) di Afrika.
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PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN

IMPLEMENTASI KOMITMEN TIDAK 
MENANAM GAMBUT DI KEDALAMAN 
BERAPA PUN
Untuk memastikan penerapan komitmen perusahaan agar 
tidak menanam di gambut di kedalaman berapa pun, penting 
bagi perusahaan untuk melaporkan cadangan lahan mereka di 
gambut dari waktu ke waktu. Cadangan lahan di gambut tidak 
boleh bertambah kecuali akibat akuisisi/merger atau karena 
tersedianya data baru. Hanya 17/77 (22,1%) perusahaan 
yang dinilai di SPOTT yang dapat memberikan bukti tersebut. 
Perusahaan yang beroperasi di Asia mendapat skor tertinggi 
dari tiga wilayah utama, dengan 15/56 (26,8%) perusahaan 
melaporkan cadangan lahan mereka di lahan gambut dari 
waktu ke waktu, dibandingkan dengan hanya 2/11 (18,2%) 
perusahaan yang beroperasi di Amerika Tengah dan Selatan, 
dan 0 /9 (0%) di Afrika.

IMPLEMENTASI LANSKAP ATAU 
PENDEKATAN TINGKAT YURISDIKSI
Geografi dan hidrologi kubah gambut (lihat Kotak 5) 
menjadikan pendekatan manajemen lanskap sangat 
penting di lingkungan lahan gambut. Hal ini dikarenakan 
jika drainase berada di lokasi mana pun di dalam kubah 
gambut, hal itu akan mempengaruhi kesehatan seluruh kubah 
dan menyebabkan degradasi di ekosistem yang jauh lebih 
luas. Oleh karena itu, agar gambut dapat dikelola secara 
efektif, maka gambut harus dikelola sebagai satu kesatuan 
sistem.47 Dari perusahaan yang dinilai SPOTT, 22/100 (22%) 
melaporkan bukti penerapan pendekatan tingkat lanskap 
atau yurisdiksi. Secara regional, 6/15 (40%) perusahaan yang 
beroperasi di Amerika Tengah dan Selatan, 17/76 (22,4%) di 
Asia, dan 2/10 (20%) di Afrika melaporkan contoh penerapan 
pendekatan tingkat lanskap atau yurisdiksi. Dua perusahaan 
secara khusus menyebutkan pengelolaan gambut dalam 
konteks implementasi pendekatan lanskap.

KUBAH GAMBUT

‘Kubah’ gambut adalah 
kawasan gambut 
membentuk kubah yang 
terbentuk di atas muka air 
tanah, sehingga tetap basah 
hanya dengan air hujan. 
Kubah ini berperan sebagai 
semacam reservoir, dan 
bisa mencapai kedalaman 
beberapa meter

KOTAK

5
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KOMITMEN TERHADAP PRAKTIK 
MANAJEMEN TERBAIK UNTUK TANAH 
DAN GAMBUT
Jika budidaya minyak kelapa sawit tumpang tindih dengan 
kawasan lahan gambut tropis, tanah dan gambut harus 
dikelola untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif, 
terutama terkait dengan emisi GRK, subsidensi, kesuburan 
tanah, erosi dan degradasi tanah. Perusahaan yang disertifikasi 
berdasarkan P&C RSPO 2018 diharapkan mematuhi Manual 
RSPO mengenai BMP untuk Existing Oil Palm Cultivation 
on Peat. Dari perusahaan yang dinilai, 42/79 (53,2%) 
berkomitmen pada BMP untuk tanah dan gambut. Tujuh 
perusahaan lainnya berkomitmen pada BMP hanya untuk 
tanah, dan lima perusahaan berkomitmen pada BMP hanya 
untuk gambut. Berdasarkan wilayah, Asia memiliki perusahaan 
terbanyak yang membuat komitmen ini, dengan 33/58 (56,9%), 
dibandingkan dengan 6/11 (54,2%) di Amerika Tengah dan 
Selatan, dan 4/10 (40,0%) di Afrika. Proporsi perusahaan yang 
melaporkan komitmen BMP untuk tanah dan gambut yang 
berlaku bagi semua pemasok berjumlah hampir separuh dari 
operasi perusahaan sendiri, dengan hanya 25/98 (25,5%) yang 
melaporkan komitmen ini. 

BUKTI PRAKTIK MANAJEMEN TERBAIK 
UNTUK TANAH DAN GAMBUT

Implementasi BMP untuk tanah dan gambut merupakan 
kunci untuk melindungi lanskap dengan mencegah degradasi 
dan subsidensi, mendukung keanekaragaman hayati, dan 
mendukung pengelolaan air untuk mencegah banjir dan 
melindungi dari kekeringan. Hal ini juga akan menjaga dan 
meningkatkan hasil panen dengan mengoptimalkan kondisi 
pertumbuhan. Dari semua produsen minyak kelapa sawit 
yang dinilai dengan SPOTT, 48/79 (60,8%) melaporkan bukti 
komprehensif BMP untuk tanah dan gambut. Berdasarkan 
wilayah, perusahaan yang beroperasi di Amerika Tengah 
dan Selatan mendapat skor tertinggi dengan 8/11 (72,7%) 
perusahaan melaporkan contoh BMP, perusahaan yang 
beroperasi di Asia mendapat peringkat tertinggi kedua, dengan 
37/58 (63,8%) perusahaan melaporkan hal ini, dan mereka 
yang beroperasi di Afrika memiliki proporsi terendah dengan 
hanya 4/10 (40%) perusahaan yang melaporkan hal ini

“ Untuk memastikan pelaksanaan 
komitmen perusahaan untuk 
tidak menanam di gambut 
dengan kedalaman berapa pun, 
penting bagi perusahaan untuk 
melaporkan cadangan lahan 
mereka di gambut dari waktu ke 
waktu.”
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KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI

5.5.

Meskipun mayoritas perusahaan minyak kelapa sawit 
hulu yang dinilai SPOTT, berkomitmen untuk tidak 
menanam di lahan gambut, sebagian besar tidak 
melaporkan pelaksanaannya, dengan hanya 26,6% yang 
melaporkan berapa banyak cadangan lahan mereka 
yang ada di lahan gambut, dan 22,1% memberikan 
bukti bahwa cadangan lahan mereka tidak meningkat 
dari waktu ke waktu. Menariknya, dalam hal pelaporan 
sehubungan dengan BMP untuk tanah dan gambut, 
contoh penerapan (60,8%) lebih sering daripada 
komitmen terhadap BMP untuk tanah dan gambut 
(52,2%). Untuk tujuh dari delapan indikator dalam 
analisis, perusahaan yang beroperasi di negara-negara 
Afrika mendapat nilai terendah. Hal ini memprihatinkan 
mengingat luasnya lahan gambut tropis di Afrika, 
dengan penelitian yang dieksplorasi dalam laporan ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar lahan gambut tropis 
Afrika belum tercatat.

Kami merekomendasikan tindakan berikut untuk 
diterapkan oleh produsen, perusahaan rantai pasokan, 
dan penyandang dana minyak kelapa sawit:

PRODUSEN MINYAK KELAPA SAWIT 
HARUS:

	� Membuat komitmen yang jelas untuk tidak menanam di 
gambut pada kedalaman berapa pun.

	� Memastikan komitmen berlaku, dan dikomunikasikan 
kepada pemasok, termasuk petani kecil.

	� Menyelidiki apakah peta yang ada telah diproduksi oleh 
organisasi mereka sendiri atau pemangku kepentingan 
rantai pasokan lainnya dan tingkat akurasinya, dan jika 
demikian, peta harus dilengkapi dengan analisis tanah. 
Jika tidak ada peta sebelumnya, maka perusahaan harus 
membuat peta gambut atau mendukung pemasok dengan 
pemetaan. 

	� Merujuk pada Manual RSPO tentang BMP for Existing Oil 
Palm Cultivation on Peat sebagai panduan jika mereka 
memiliki cadangan lahan di gambut.

	� Melaporkan ukuran cadangan lahan gambut setiap tahun.

	� Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal 
yang ahli jika relevan, untuk menginformasikan praktik 
pengelolaan dan pemantauan mereka. Ini sangat berguna 
untuk pemantauan deforestasi lahan gambut.

	� Melibatkan masyarakat lokal dalam perlindungan lahan 
gambut, dan mengikutsertakan masyarakat dalam rencana 
pengelolaan dan pemantauan.

	� Menggabungkan penggunaan teknologi penginderaan 
jauh jika memungkinkan, untuk mendukung pemantauan 
semua operasi deforestasi dan kebakaran di kawasan lahan 
gambut.

	� Melampaui konservasi lahan gambut, dan memulihkan 
serta merehabilitasi kawasan gambut yang terdegradasi.

Mengingat dampak lingkungan dan sosial kritis 
yang terkait dengan pengrusakan gambut, 
sangat penting bagi perusahaan minyak kelapa 
sawit untuk bekerja dalam meminimalkan 
risiko gambut di dan sekitar perkebunan atau 
pemasok mereka.
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PEMBELI HILIR HARUS:

	� Mengembangkan kebijakan iklim dan gambut yang kuat 
dan jelas, yang berlaku untuk semua pemasok minyak 
kelapa sawit mereka.

	� Membantu peningkatan kapasitas perusahaan pemasok 
dan petani kecil untuk membantu mereka menerapkan 
praktik terbaik dalam perlindungan dan pengelolaan 
gambut.

	� Menilai dan terlibat dengan semua pemasok untuk 
memastikan kepatuhan terhadap kebijakan iklim dan 
gambut yang kuat.

	� Menggunakan pemantauan satelit bagi pemasok untuk 
menangkap degradasi lahan gambut.

	� Mendukung minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO secara 
fisik melalui keputusan memilih sumber dan melalui 
partisipasi aktif sebagai anggota RSPO, untuk memperkuat 
organisasi dan mendukung penerapan standar.

	� Mendukung usaha ZSL dalam melibatkan sektor minyak 
kelapa sawit dengan mendaftar ke Jaringan Pendukung 
SPOTT kami, dan menyerukan peningkatan transparansi 
di sektor komoditas untuk mempromosikan produksi dan 
perdagangan yang berkelanjutan  
(https://www.spott.org/ supporter-network/).

BANK DAN INVESTOR HARUS:

	� Menilai dampak pembiayaan di sektor minyak kelapa 
sawit terhadap gambut, serta risiko yang mereka sendiri 
hadapi melalui produksi minyak kelapa sawit yang tidak 
berkelanjutan.

	� Menetapkan kebijakan iklim dan gambut yang kuat dan 
jelas yang mencakup pembiayaan sektor minyak kelapa 
sawit dengan target yang terikat waktu dan terukur untuk 
memantau perkembangan, dan memasukkan kebijakan 
No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) dan 
pengelolaan gambut ke dalam kerangka kerja uji tuntas 
alokasi modal.

	� Melaporkan dampak pembiayaan dan kemajuan yang 
mereka capai dalam implementasi kebijakan dan target 
mereka yang berkaitan dengan sektor minyak kelapa sawit. 

	� Mendukung minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO 
melalui keputusan pembiayaan dan melalui partisipasi aktif 
sebagai anggota RSPO, untuk memperkuat organisasi dan 
mendukung penerapan standar. 

	� Bergabung dengan inisiatif sektor keuangan seperti 
keterlibatan kolektif Principles for Responsible Investment 
(PRI) pada komoditas berkelanjutan dan deforestasi, 
Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UNEP FI; UN Environment Programme 
Finance Initiative) untuk Perbankan yang Bertanggung 
Jawab dan Prinsip untuk Asuransi Berkelanjutan (Principles 
for Responsible Banking and Principles for Sustainable 
Insurance), atau mendaftar ke Ikrar Pembiayaan untuk 
Keanekaragaman Hayati (Finance for Biodiversity Pledge).46 

	� Mendukung usaha ZSL dalam melibatkan sektor minyak 
kelapa sawit dengan mendaftar ke Jaringan Pendukung 
SPOTT kami, dan menyerukan peningkatan transparansi 
di sektor komoditas untuk mempromosikan produksi dan 
perdagangan yang berkelanjutan  
(https://www.spott.org/ supporter-network/).
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ASIA
3F Industries Hap Seng Plantations Holdings Bhd TSH Resources Bhd
AAK AB IFFCO Tunas Baru Lampung Tbk PT
Allana Group IJM Plantations Bhd United Plantations Bhd
Anglo-Eastern Plantations plc Indofood Agri Resources Ltd Viterra
Apical Group Wings Corp Wilmar International Ltd
Asian Agri Group IOI Corporation Bhd
Astra Agro Lestari Tbk PT Kencana Agri Ltd CENTRAL AND SOUTH AMERICA
Austindo Nusantara Jaya Tbk PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara 

PT (PT. KPBN)
AAK AB

Bakrie Sumatera Plantations Tbk PT AgroAmerica
Best Group Korindo Group Agropalma Group
BLD Plantation Bhd (Bintulu Lumber 
Development (BLD) Plantation)

KPN Plantation (previously GAMA Plantation) Archer Daniels Midland Company (ADM)
KS Oils Ltd Belem Bioenergia Brasil (BBB)

Boustead Plantations Bhd Kuala Lumpur Kepong Bhd Brasil Bio Fuels (BBF)
Bumitama Agri Ltd Kulim (Malaysia) Bhd Bunge Ltd
Bunge Ltd Louis Dreyfus Company C.I. Biocosta S.A.
Cargill Inc M.P. Evans Group plc Daabon Group
Carotino Group Makin Group Danec S.A.
COFCO Corp Mewah Group Grupo Hame
Commodities House Investments Ltd  
(HSA Group)

Musim Mas Group PT Grupo Jaremar
Nisshin OilliO Louis Dreyfus Company

Darmex Agro Group PT Patum Vegetable Oil Company Ltd NaturAceites S.A.
Dharma Satya Nusantara Tbk Permata Hijau Group Palmaceite S.A.
Eagle High Plantations Tbk PT POSCO International Palmas Group
Emami Agrotech Ltd Priya Gold Oils
FELCRA Bhd QL Resources Bhd AFRICA
FGV Holdings Bhd R.E.A. Holdings plc Atama Plantation Sarl
FGV IFFCO Rimbunan Hijau Group Feronia Inc
First Resources Ltd Royal Industries Indonesia PT Golden Veroleum (Liberia) Inc (GVL)
Fuji Oil Group Ruchi Soya Industries Ltd Groupe Blattner Elwyn
Genting Plantations Bhd Sampoerna Agro Tbk PT Olam International Ltd
Glenealy Plantations Sdn Bhd Sarawak Oil Palms Bhd Peak Palm Oil plc
Godrej Industries Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT SIFCA Group
Gokul Agro Resources Ltd Sazean Holdings SIPEF
Golden Agri Resources Ltd Sime Darby Plantation Sdn Bhd Socfin Group S.A.
Golden Plantation Tbk PT Tianjin Julong Group Wilmar International Ltd
Goodhope Asia Holdings Ltd Tradewinds Plantation Bhd
Gozco Plantations Tbk PT Triputra Agro Persada Group PT

LAMPIRAN
 TABEL PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT YANG SUDAH DINILAI OLEH SPOTT 
BERDASARKAN NEGARA OPERASI.

BMP Best Management Practices
COP Conference of the Parties 
ESG Environmental, Social, Governance
GRK Gas Rumah Kaca
NDCs Nationally Determined Contributions
NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation
RSPO Roundtable for Sustainable Palm Oil
P&C Principles and Criteria
PRI Principles for Responsible Investment
SPOTT Sustainable Policy Transparency Toolkit
ZSL Zoological Society of London

AKRONIM
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